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Undang-Undang Namor 13 Tahun 1950 tentang Pembemukan Dasrah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengan:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 temtang Kesejahtaraan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara
Rebuplik Indonevin Nemor 31435;

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak {Lembaras
Negara Republik Indonssia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaren
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4235, '
Undang-Undang Nemor 20 Tahun 2003 teniang Sistem Pesnudidikan Na \
(Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nemor T8 Tambahan
Lembaran Negara Rebuplik Indonesin Nomor 43011

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daemh
Il.-uhmnﬂm m& Indonssia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban
bebernpa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 Pemerintahan
Daerah (Lembamn Negam Republik Indonesia Tahun 2015 Homor S8,
Tambahan Lembaran Negam Republik lndlonesia Nomor 5579);
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KESATU  : Memberi isin Panc _ _ | dan Operasional Pendidikns Anai Usia Dint

Nama : KB MUTIARA GADING
Jagpis Pendidian  :  Anak Usia Dini (Pra Sekolah) '
Alarmat : mmmm:mmmmmw 1
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KEDUA g Htﬁmm pervelenggara sebagnimana tersebul pada dikvum KESATU untuk
memaati ketentuan sebagal berilout:

& Mergelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dind yang diselenggarakannyn,
sehingea dapas memeniihi fungsi sosialnya terhadap mnm:m

b. Mentsat peraturan perundangan veng berlaka |

< Henﬁr.unjmn laporan berkaln kepada stansi terkail sesual ketentuan yang

KETIGA { ta:m hmm-&t:ﬂnmmﬂpmﬂunﬂ Pandidikan Anak Usis Dini tersebut
ada diltum KESATU berlslou sejmk tanggal dizetapkan dan ‘seterusoya salama v
e embaga pendidikan ini masih meny=langgarakan kegiataniya.
KEEMPAT A.pn:ﬂa kstantuan dalam keputusan ind tidak dipenubi dapat dikenaknn sanksi
sestini peraftran perindangan yang beriaku.
KELBJA . Keputusan ini dapat diubah apabila ¢i kemudian hari terdapat kekeliman, dan akan F
' diadakan perbafmn sehagaimana mestinya.
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Dikelusrkan di Purworejo 0
pada tanggal 31 Maret 2022
an. BUPATI PURWOREJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ]
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO .
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